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Abstrak  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait implementasi ketentuan Pasal 
9 Ayat 1 Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta mengetahui bagaimana 
akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menawarkan barang secara tidak benar seolah barang tersebut 
memiliki potongan harga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat 
penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang 
digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subyeknya menggunakan teknik 
Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian 
menunjukan bahwa Ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Huruf a UUPK belum terimplementasikan dengan baik. Hal 
ini tercermin dari masih adanya pelaku usaha yang menawarkan barang secara tidak bener seolah barang 
tersebut memiliki potongan harga. Adapun akibat hukum terhadap pelaku usaha yang menawarkan barang 
seolah-olah dengan adanya potongan harga yakni berdasarkan Pasal 62 Ayat 1 UUPK dapat dikenakan 
sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). Apabila penawaran barang yang seolah-olah disertakan potongan harga dilakukan dimedia 
elektronik maka berdasarkan Pasal 45a  Ayat 1 UUITE pelaku usaha dapat  dipidana paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Konsumen, Secara Tidak Benar.  
  

Abstract  

The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the provisions of Article 9 
Paragraph 1 Letter a of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to determine the legal 
consequences for business actors who offer goods incorrectly as if the goods have a discount. The type of 
research used is empirical legal research with a descriptive research nature. The location of this research 
was conducted in Singaraja City. The data collection technique used was by means of document study, 
observation and interview. The sampling technique used was the Non Probability Sampling technique and 
the determination of the subjects used the Purposive Sampling technique. The data processing and analysis 
techniques were qualitative. The results of the study indicate that the provisions of Article 9 Paragraph 1 
Letter a of the Consumer Protection Law have not been implemented properly. This is reflected in the fact 
that there are still business actors who offer goods incorrectly as if the goods have a discount. The legal 
consequences for business actors who offer goods as if there is a discount, namely based on Article 62 
Paragraph 1 of the Consumer Protection Law, can be subject to criminal sanctions in the form of 
imprisonment for a maximum of 5 (five) years and/or a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion 
rupiah). If the offer of goods that appear to include a discount is made in electronic media, then based on 
Article 45a Paragraph 1 of the UUITE, the business actor can be sentenced to a maximum of 6 (six) years 
and/or a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).  
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PENDAHULUAN  

Pesatnya perkembangan teknologi dan 
informasi sekarang membuat persaingan yang 
semakin ketat dan membuat seseorang 
berlomalomba untuk memanfaatkan peluang yang 
ada pada saat ini, terutama bagi perusahaan yang 
mempertahankan pangsa pasar bisnisnya. 
Kegiatan bisnis saat ini mudah untuk dilakukan 
secara otomatis salah satunya adalah 
menggunakan internet. Dari tahun ke tahun, cara 
berbisnis mengalami pergolakan yang cukup 
cepat. Dahulu metode perdagangan tradisional 
digunakan, namun kini sejak hadirnya internet 
dan platform online menawarkan metode 
perdagangan yang lebih modern. Baik usaha kecil 
maupun besar telah memanfaatkan internet secara 
ekstensif untuk memajukan bisnis mereka.  

Faktanya, internet berfungsi sebagai alat 
utama untuk melakukan perdagangan online 
(Rafli, 2022). Berbagai bisnis yang menggunakan 
platform perdagangan online telah 
menggabungkan situs web mereka dengan alat 
back-office termasuk database, manajemen stok, 
perangkat lunak akuntansi, dan pemantauan klien. 
Dengan memberikan informasi dengan jelas dan 
cepat, pendekatan ini dapat menghemat biaya 
administrasi sekaligus meningkatkan layanan 
pelanggan. Karena berfungsi sebagai media yang 
canggih, penggunaan internet untuk tujuan 
komersial menawarkan beragam daya tarik bagi 
konsumen dan bisnis. Tidak mengherankan jika 
perusahaan akan menikmati perkembangan yang 
cepat karena teknologi ini mendukung kinerja e-
commerce (perdagangan elektronik) dan kini 
menjadi salah satu sistem dalam dunia bisnis yang 
paling populer saat ini yaitu menggunakan 
layanan marketplace dengan sistem e-commerce 
atau dapat disebut dengan sistem penjualan 
produk secara elektronik..  

Cara kerja internet yang sederhana yaitu 
dengan membangun homepage dan melayani 
pemesanan produk secara online. Pengusaha 
bidang apapun yang telah melakukan bisnis secara 
e-commerce dapat disebut sebagai pemasar global 

karena jangkauan konsumen menjadi tidak 
terbatas. Internet membantu pengusaha dalam 
membangun interaksi yang potensial dengan para 
konsumen, baik di tingkat lokal maupun global. 
Interaksi yang dibangun oleh pengusaha dapat 
meningkatkan brand loyal relationships. Dengan 
begitu, maka dapat dipastikan bahwa kehadiran 
internet telah memudahkan kinerja marketing atau 
pemasaran.  

Secara umum konsep marketplace 
merupakan tempat bertemunya antara penjual dan 
pembeli untuk melakukan pertukaran secara 
online sedangkan electronic commerce atau 
ecommerce merupakan segala kegiatan jual beli 
atau transaksi yang dilakukan menggunakan 
sarana media elektronik (internet). Konsumen 
dapat menemukan banyak barang dan jasa yang 
mereka butuhkan di marketplace. Marketplace 
adalah kata bahasa inggris yang berarti pasar. 
Pengertian pasar atau marketplace ialah tempat 
bertemunya antara pembeli dan penjual. Di pasar 
terdapat banyak pelaku usaha yang menjual 
berbagai jenis barang atau jasa. konsumen datang 
ke pasar sekadar mencari produk yang mereka 
butuhkan. Bukan hal yang aneh bagi konsumen 
untuk mengetahui bahwa ada banyak pelaku 
usaha yang menjual barang yang sama. Dalam 
konteks online, marketplace merupakan sebuah 
website atau platform yang berisi banyak 
pedagang (supplier) dan menawarkan berbagai 
macam jenis barang dan jasa. marketplace dapat 
menarik sejumlah besar konsumen dengan 
beragam kebutuhannya, (Kusumaningsih,  
Sutopo, & Nurlaeli, 2021: 2).  

Berbelanja online merupakan praktik 
dimana konsumen menggunakan Internet untuk 
berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan 
penjual untuk membeli produk, layanan, dan 
barang lainnya. Saat berbelanja online, konsumen 
dapat melihat terlebih dahulu produk dan layanan 
yang akan dibelinya melalui situs pengecer atau 
marketplace. Jenis komunikasi baru ini (belanja 
online) dapat dilakukan dari jarak jauh dan secara 
global menggunakan laptop, komputer desktop, 
atau perangkat seluler dengan koneksi Internet. 
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Itu tidak melibatkan interaksi tatap muka 
langsung. Belanja online adalah jenis 
perdagangan elektronik yang digunakan untuk 
interaksi transaksional antara pelaku usaha dan 
konsumen.  

Terdapat 5 (lima) marketplace terbesar dan 
terpopuler di Indonesia dengan pengunjung 
terbanyak sepanjang tahun 2023, dari 5 (lima) 
daftar marketplace terbesar di Indonesia tersebut 
Shopee tercatat menjadi marketplace nomor satu 
alias terbesar di Indonesia untuk tahun 2023. 
Shopee diikuti oleh Tokopedia, Lazada, BliBli 
dan Bukalapak, (Ahdiat, 2024). Kemajuan 
marketplace telah sangat mempermudah 
konsumen dengan menyediakan akses yang lebih 
mudah dan luas ke berbagai produk dan layanan. 
Konsumen sekarang dapat berbelanja secara 
online dengan mudah, membandingkan harga, 
membaca ulasan, dan bahkan memilih dari 
berbagai penjual tanpa harus meninggalkan 
rumah. Ini telah mengubah cara orang berbelanja 
dan memberikan lebih banyak pilihan dan 
kenyamanan kepada konsumen.  

Ketika seseorang berbelanja online, hal 
utama yang menjadi pertimbangan seorang 
konsumen adalah apakah mereka percaya kepada 
marketplace atau website yang menyediakan toko 
online dan pelaku usaha online pada marketplace 
tersebut. Kepercayaan konsumen terhadap 
marketplace terletak pada popularitas 
marketplace. Semakin popularitas suatu 
marketplace, maka konsumen lebih yakin dan 
percaya terhadap reliabilitas marketplace. 
Selanjutnya, kepercayaan konsumen terhadap 
pelaku usaha online terkait dengan keandalan 
pelaku usaha online dalam menjamin keamanan 
bertransaksi dan meyakinkan transaksi akan 
diproses setelah pembayaran dilakukan oleh 
konsumen.  

Semakin berkembangnya teknologi, 
semakin berkembang pula modus penipuan 
berbasis teknologi pada marketplace. Pada 
situssitus marketplace, tidak sedikit pelaku usaha 
online fiktif yang memasarkan produk fiktif juga. 
Seorang konsumen harus terlebih dahulu untuk 

mengecek keaslian pelaku usaha online. Biasanya 
pada situs marketplace, situs akan menampilkan 
informasi tentang pelaku usaha atau penjual-
penjual yang lapaknya sering diakses oleh orang-
orang. Konsumen dapat memanfaatkan informasi 
ini ketika akan berbelanja online. Akan tetapi ada 
modus penipuan yang dilakukan oleh pelaku 
usaha yang luput dari perhatian konsumen yaitu 
pelaku usaha menerapakan promosi seakan-akan 
barang dan jasa yang pelaku usaha tawarkan 
memiliki potongan harga atau seolah-olah diskon 
namun pada kenyataanya tidak. Promosi pada 
dasarnya suatu komunikasi informasi penjual dan 
pembeli yang bertujuan untuk menambah sikap 
dan tingkah laku pembeli, yang tadinya tidak 
mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi 
pembeli dan tetap mengingat produk tersebut. 
Promosi dilakukan untuk mengarahkan dan 
mendorong seorang konsumen untuk 
melaksanakan pembelian barang atau jasa, yang 
merupakan salah satu aspek penting dalam 
kegiatan pemasaran. Tetapi banyak terjadi 
promosi-promosi yang dilakukan oleh pelaku 
usaha cenderung menyesatkan bahkan 
mengandung unsur-unsur penipuan yang 
merugikan konsumen.   

Penipuan dengan modus pelaku usaha 
menawarkan barang atau jasa seolah memiliki 
potongan harga, salah satunya dialami oleh 
konsumen yang bernama I Gede Ari Sudana asal 
Kelurahan Kampung Baru, Kota Singaraja, 
konsumen mengaku pernah membeli barang yaitu 
sepatu di salah satu marketplace, konsumen 
merasa tertarik dengan sepatu yang ditawarakan 
pelaku usaha dengan promosi yang diberikan, 
membuat konsumen tidak menghiraukan hak-
haknya. Setelah melakukan pembelian konsumen 
baru menyadari bahwa sepatu yang ia beli tidak 
benar-benar mendapatkan potongan harga atau 
sering juga disebuat dengan diskon, ketika 
konsumen melakukan perbandingan harga dengan 
barang yang sama ke pelaku usaha dan 
marketplace lain, konsumen menemukan 
kejanggalan harga dari setiap pelaku usaha di 
marketplace yang mengarah kebarang yang 
ditawarakan tidak benar-benar mendapatkan 
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potongan harga bahkan lebih mahal dari harga 
normalnya.  

Disebutkan pada Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
yang seterusnya disingkat UU No. 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen dan/atau 
UUPK, telah mengatur tentang perbuatan yang 
dilarang bagi pelaku usaha, dilihat dari Pasal 9 
Ayat 1 Huruf a yaitu pelaku usaha dilarang 
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan 
suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, 
dan/atau seolah-olah: “barang tersebut telah 
memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, 
harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau 
mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau 
guna tertentu”. Namun pada kenyataannya masih 
banyak pelaku usaha melakukan penipuan dengan 
modus promosi seolah barang dan jasa yang 
mereka tawarkan tersebut memiliki potongan 
harga atau diskon yang kebanyakan ditemukan 
ketika berbelaja online di marketplace.  

 Perlindungan konsumen merupakan faktor 
penting dalam menjaga keseimbangan dan 
keadilan dalam hubungan antara konsumen dan 
pelaku usaha. Konsumen berhak atas informasi 
yang akurat, hak atas produk dan layanan 
berkualitas, hak atas kompensasi, hak atas umpan 
balik dan hak atas kebebasan berekspresi, hak atas 
manfaat dan hak-hak lain yang perlu dilindungi. 
Perlindungan konsumen memastikan bahwa 
undang-undang ini dipatuhi dan konsumen tidak 
dirugikan oleh pedagang yang tidak bertanggung 
jawab. Ketika konsumen terlindungi, maka pelaku 
usaha akan terdorong untuk mengembangkan 
produk dan jasanya agar mampu bersaing di pasar. 
Hal ini akan menguntungkan konsumen dengan 
produk dan layanan yang lebih aman, lebih baik, 
dan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. 
Perlindungan konsumen membantu menciptakan 
persaingan usaha yang sehat dengan melindungi 
pelaku bisnis dari praktik eksploitatif seperti 
pemasaran, penipuan, dan penyajian yang keliru.  

Ketika konsumen merasa aman, mereka  
lebih percaya diri terhadap pasar dan  berani   

mencoba produk dan layanan baru. Hal ini akan 
merangsang pertumbuhan ekonomi dan 
meningkatkan kesehatan masyarakat. Tujuan 
akhir dari perlindungan konsumen adalah untuk 
meningkatkan kesehatan konsumen dengan 
memastikan bahwa konsumen menerima produk 
dan layanan yang aman, berkualitas dan 
memenuhi kebutuhan mereka. Serta akan 
meningkatkan kualitas hidup klien dan membantu 
mereka mencapai tujuan hidupnya. Perlindungan 
konsumen merupakan instrumen penting yang 
mempunyai banyak manfaat bagi konsumen, 
pelaku usaha dan masyarakat secara keseluruhan. 
Dengan melindungi konsumen, kita dapat 
meningkatkan kualitas produk dan layanan, 
menciptakan persaingan bisnis yang sehat, 
meningkatkan kepercayaan konsumen, dan pada 
akhirnya meningkatkan layanan yang sehat 
(Zulham. 2014).  

Dari uraian kondisi permasalan yang telah 
dijelasakan diatas, dengan mengakitkan antara 
ketentuan peratuan perundang-undangan yang 
berlaku terhadap fakta yang terjadi dilapangan, 
maka sebenarnya telah terjadi kesenjangan antara 
Das Sollen yaitu Pasal 9 Ayat 1 Huruf a  
UUPK dengan Das Sein yaitu kondisi dilapangan 
dimana masih banyaknya pelaku usaha yang 
menerapkan harga seolah-olah memiliki potongan 
harga pada barang dan jasa jualannya, maka 
mendorong minat peneliti untuk melakukan 
kajian serta menganalisa lebih mendalam 
terhadap bagaimana perlindungan hukum bagi 
konsumen yang terkena penipuan dalam 
berbelanja online di marketplace, oleh karena hal 
tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut dengan judul:  
“Implementasi Pasal 9 Ayat 1 Huruf a UU No. 
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen Terkait Larangan Menawarkan 
Dan/Atau Mengiklankan Barang Secara 
Tidak Benar Seolah Barang Tersebut 
Memiliki  Potongan  Harga  Di 
 Kota  
Singaraja”.  
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PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang yang 
telah disampaikan di atas, maka yang menjadi 
permasalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana implementasi Pasal 9 Ayat 1 
Huruf a UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen terkait larangan 
menawarkan dan/atau mengiklankan barang 
secara tidak benar seolah barang tersebut 
memiliki potongan harga di Kota Singaraja?  

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku 
usaha yang menawarkan barang seolah-olah 
barang tersebut memiliki potongan harga?  

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan adalah 
jenis penelitian hukum empiris. Penelitian 
hukum empiris merupakan penelitian yang 
mengacu pada suatu kenyataan hukum berupa 
kenyataan-kenyataan sosial budayanya, bisa 
juga dikatakan sebagai penelitian lapangan, 
penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis 
maupun hukum kebiasaan yang tercatat pada 
dasarnya merupakan kesenjangan antara norma 
(das sollen) dengan realita hukum (das sein) dan 
merupakan penelitian yang membahas tentang 
hukum itu beroperasi dalam masyarakat, kaidah 
hukum atau peraturan itu sendiri merupakan 
faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu 
berfungsi dalam masyarakat, sarana atau fasilitas 
yang digunakan oleh penegak hukum, petugas 
atau penegak hukum dan keadaan dalam 
masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian 
empiris karena hendak mengetahui bagaimana 
implementasi Pasal 9 Ayat 1 Huruf a UU No. 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
terkait larangan menawarkan dan/atau 
mengiklankan barang secara tidak benar seolah 
barang tersebut memiliki potongan harga di Kota 
Singaraja.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Implementasi Pasal 9 Ayat 1 Huruf a UU No. 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

terkait larangan menawarkan dan/atau 
mengiklankan barang secara tidak benar 
seolah barang tersebut memiliki potongan 
harga di Kota Singaraja.  

Peran hukum dalam ekonomi adalah 
membangun ekonomi dan pasar yang kompetitif. 
Karena itu, selama konsumen memiliki hak untuk 
memilih produk secara bebas, tidak ada 
perusahaan yang mendominasi pasar. Konsumen 
dengan pelaku usaha memiliki hubungan yang 
saling bergantung. Suatu bisnis tidak dapat 
bertahan jika tidak ada konsumen, begitu juga 
sebaliknya konsumen akan kesulitan memenuhi 
kebutuhan tertentu jika tidak ada pelaku usaha 
(Sudarmaji, 2022: 31). Di dunia nyata, 
bagaimanapun, konsumen biasanya berada di 
posisi yang lebih rendah daripada pelaku usaha. 
Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembeli 
tidak campur tangan selama proses produksi 
hingga produk atau jasa selesai. Oleh karena itu, 
perlindungan konsumen sangat penting untuk 
memastikan bahwa konsumen tidak akan 
mengalami dirugikan.  

Batasan-batasan bagi pelaku usaha 
diperlukan untuk melindungi konsumen agar 
tidak terjadinya kesewenang-wenangan. Dalam 
UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen, Pasal 9 Ayat 1 Huruf a menyatakan 
bahwa “pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan suatu barang 
dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-
olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau 
memiliki potongan harga, harga khusus, standar 
mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, 
karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu”. 
Namun pada kenyataannya masih banyak 
penawarkan dan/atau pengiklankan barang seolah 
memiliki potongan harga di masyarakat yang 
tampaknya belum mencirikan adanya 
perlindungan terhadap konsumen. Hal ini 
tercermin dari banyaknya pelaku usaha yang tidak 
menawarkan dan/atau mengiklankan barang 
dengan banar, jelas dan jujur sesuai amanat  Pasal 
9 Ayat 1 Huruf a UUPK.  
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Kesewenang-wenangan mengakibatkan 
ketidakpastian hukum, oleh karena itu, agar segala 
upaya memberikan jaminan akan kepastian 
hukum ukurannya secara kualitatif ditentukan 
dalam UUPK, untuk memberikan perlindungan 
konsumen baik dalam bidang hukum privat 
(perdata) maupun bidang hukum publik hukum 
pidana dan hukum administrasi negara). 
Keterlibatan bebagai disiplin ilmu, memperjelas 
kedudukan hukum perlindungan konsumen 
berada dalam kajian hukum ekonomi. Hukum 
ekonomi adalah seluruh peraturan dan pemikiran 
hukum mengenai cara peningkatan dan 
pengemabangan kehidupan ekonomi dan cara 
pembagian hasil pembangunan ekonomi secara 
adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia. 
Dengan salah satu asas yang berlaku di dalam 
hukum perlindungan konsumen yaitu Asas 
Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Asas ini 
dimaksudkan untuk memberikan jaminan 
keamanan dan keselamatan konsumen dalam 
pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
Asas ini memberikan kepastian dan jaminan 
hukum bahwa konsumen akan mendapatkan 
informasi yang sebenar-benarnya terkait produk 
yang digunakan agar terhindar dari kesesatan 
yang dapat memicu kerugian bagi konsumen itu 
sendiri.  

Terealisasinya sebuah aturan tergantung 
pada berhasil atau tidaknya suatu penegak hukum 
yang memuat tiga teori dasar implementasi 
hukum. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat 
tiga teori implementasi hukum yang dikenal 
dengan Legal System Theory yang terdiri dari 
substansi hukum, struktur hukum, dan budaya 
hukum. Ada Substansi hukum biasanya menjadi 
penentu dapat atau tidaknya sebuah hukum 
dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang 
dihasilkan oleh seseorang yang mencakup 
keputusankeputusan yang dikeluarkan. Dalam hal 
larangan menawarkan dan/atau mengiklankan 
barang seolah-olah memiliki potongan harga, 
telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. Hal ini mencerminkan 
bahwa sudah terdapat substansi hukum yang telah 
diciptakan oleh pemerintah.  

Berikutnya teori sistem hukum yang kedua 
yaitu Struktur Hukum. Demi menjalankan 
substansi hukum, tentu diperlukan sebuah 
penegak-penegak hukum. Dalam teori ini 
dijelaskan bahwa struktur hukumlah yang dapat 
mempengaruhi jalannya regulasi dengan baik. 
Dalam kaitannya pelaku usaha yang menawarkan 
dan/atau mengiklankan barang seolah-olah 
memiliki potongan haraga, sudah terdapat instansi 
atau badan-badan terkait yang membantu 
merealisasikan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen yaitu Dinas 
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah Kabupaten Buleleng, Namun 
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 
Kota Singaraja, terlihat jelas bahwa struktur 
hukumlah yang kurang melakukan pembinaan 
terhadap pelaku usaha melalui sosialisasi terkait 
larangan menawarkan dan/atau mengiklankan 
barang seolah-olah memiliki potongan harga  

Berikutnya unsur terakhir dalam teori 
sistem hukum adalah Budaya Hukum. Menurut 
Friedman, budaya hukum itu merupakan sikap 
manusia terhadap hukum yang berlaku. Budaya 
hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. 
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, 
maka akan tercipta budaya hukum yang baik. 
Berdasarkan hasil penelitian di Kota Singaraja, 
dapat dikatakan bahwa pelaku usaha masih 
memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini 
terbukti dari kurangnya pengetahuan pelaku usaha 
terkait keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen  

Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan di wilayah Kota Singaraja, 
perlindungan konsumen belum sepenuhnya dapat 
terealisasikan dengan maksimal mengingat masih 
adanya pelaku usaha yang menawarkan dan/atau 
mengiklankan barang secara tidak benar seolah 
barang tersebut memiliki potongan harga. Hal ini 
tejadi karena ketidaktahuan masyarakat 
khususnya pelaku usaha terkait keberadaan UU 
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. Ketidaktahuan pelaku usaha terkait 
keberadaan UU No. 8 tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen tidak bisa disalahkan 
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sepenuhnya. Hal ini wajar terjadi akibat 
kurangnya pembinaan kepada masyarakat 
khususnya pelaku usaha terkait larangan 
menawarkan dan/atau mengiklankan barang 
seolah memiliki potongan harga serta kurangnya 
pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa 
instansi terkait seperti Dinas  
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah Kabupaten Buleleng yang belum 
melakukan pembinaan dan pengawasan kepada 
pelaku usaha.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat 
dikatakan bahwa UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 9 Ayat 
1 Huruf a belum dapat terimplementasikan 
dengan maksimal, sebab kesadaran masyarakat 
khususnya pelaku usaha terkait larangan 
menawarkan dan/atau mengiklankan barang 
seolah memiliki potongan harga masih sangat 
rendah. Hal ini terbukti ketidaktahuan mereka 
akan keberadaan aturan tersebut yang 
menyebabkan mereka menawarkan dan/atau 
mengiklankan barang secara tidak benar seolah 
barang tersebut memiliki potongan harga. Selain 
itu, kurangnya penegakan hukum dari instansi 
terkait seperti Dinas Perdagangan, Perindustrian, 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 
Buleleng, untuk memberikan pembinaan kepada 
pelaku usaha melalui sosialisasi terkait 
keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen serta larangan 
menawarkan dan/atau mengiklankan barang 
secara tidak benar seolah barang.  

Jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum 
M. Friedman, dilihat dari Substansi Hukumnya 
semua yang berkaitan dengan perlindungan 
konsumen telah diatur jelas dalam UU No. 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
Dalam UUPK telah mengatur jelas terkait hak dan 
kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. 
Selain itu telah diatur juga perbuatan yang 
dilarang oleh pelaku usaha. Selanjutnya Struktur 
Hukum yang tercermin dari adanya instansi atau 
badan teikait untuk membantu merealisasikan UU 
No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen. Adapun instansi terkait tersebut 

adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 
Buleleng. Hanya saja tugas serta fungsinya masih 
belum terbilang terlaksana sesuai yang 
diharapkan, sebab mereka tidak ada yang 
memberikan pembinaan ataupun sosialisasi 
kepada masyarakat khususnya pelaku usaha yang 
menawarkan dan/atau mengiklankan barang 
secara tidak benar seolah memiliki potongan 
harga, Berdasarkan Budaya Hukumnya, suatu 
kesadaran hukum dalam masyarakat sangatlah 
penting karena untuk mengimplementasikan 
substansi hukum, perlu kesadaran tinggi dari 
masyarakat itu sendiri. Namun akan tetapi 
kesadaran hukum pelaku usaha masih tergolong 
rendah sehingga banyak yang tidak mengetahui 
keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen.  

Akibat hukum terhadap pelaku usaha yang 
menawarkan barang seolah-olah barang 
tersebut memiliki potongan harga.  

Ketentuan yang menyatakan bahwa semua 
Undang-Undang yang ada dan berkaitan dengan 
perlindungan konsumen, sesuai dengan UU No. 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau 
telah diatur khusus oleh Undang-Undang. Dalam 
hal ini, UUPK tidak hanya mengenal konsumen 
saja, melainkan juga pelaku usaha. Oleh sebab itu 
UUPK mengenal dua subjek yaitu konsumen dan 
pelaku usaha. Konsumen menurut 
UndangUndang Perlindungan Konsumen adalah 
setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 
diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 
makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. 
Pelaku usaha merupakan setiap orang 
perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 
Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi (Mashur Razak, 2016).  
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Dalam UUPK, selain mengatur hak dan 
kewajiban konsumen maupun pelaku usaha, juga 
mengatur terkait perbuatan yang dilarang oleh 
pelaku usaha. Hal ini tentu untuk memberikan 
perlindungan kepada konsumen agar konsumen 
terhindar dari kerugian. Hal ini telah diatur jelas 
dalam Pasal 9 Ayat 1 Huruf a UU No. 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang 
menyatakan “pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan suatu barang 
dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-
olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau 
memiliki potongan harga, harga khusus, standar 
mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, 
karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu”. 
Namun pada kenyataannya masih banyak 
penawarkan dan/atau pengiklankan barang seolah 
memiliki potongan harga di masyarakat yang 
tampaknya belum mencirikan adanya 
perlindungan terhadap konsumen.    

Apabila nantinya pelaku usaha melanggar 
amanat dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen, maka akan timbul 
sebuah pertanggungjawaban. Selain mengatur 
terkait hak dan kewajiban konsumen maupun 
pelaku usaha, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang 
tanggung jawab dari pelaku usaha kepada 
konsumen apabila konsumen mengalami kerugian 
akibat adanya penipuan atau informasi yang tidak 
benar terkait penawarkan dan/atau pengiklankan 
barang. Hal ini merupakan akibat hukum yang 
terjadi apabila pelaku usaha tidak mengindahkan 
aturan yang berlaku. Akibat Hukum menurut 
Soeroso adalah suatu tindakan yang dilakukan 
untuk memperoleh sesuatu akibat yang 
dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh 
hukum. Dengan kata lain akibat hukum adalah 
akibat dari suatu tindakan hukum. Wujud dari 
akibat hukum dapat berupa:   

a) Lahirnya, berubahnya, dan/atau lenyapnya 
suatu keadaan hukum  

b) Lahirnya, berubahnya, dan/atau lenyapnya 
suatu hubungan hukum: antara dua atau lebih 
subjek hukum, dimana hak dan kewajiban 

pihak yang satu berhadapan dengan hak dan 
kewajiban pihak lain   

c) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan 
yang melawan hukum.  

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan 
suatu hal yang penting di dalam hukum 
perlindungan konsumen, mengenai 
pertanggungjawaban pelaku usaha diatur dalam 
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen mengatur mengenai tanggung jawab 
pelaku usaha pada pasal 19. Dengan ketentuan 
sebagai berikut: (1) pelaku usaha bertanggung 
jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang 
dihasilkan atau diperdagangkan; (2) ganti rugi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
pengambilan uang atau penggantian barang 
dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 
atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku; (3) 
pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam 
tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
transaksi; (4) pemberian ganti rugi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan 
pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut 
mengenai adanya unsur kesalahan; (5) ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat 
membuktikan bahwa kesalahan tersebut 
merupakan kesalahan konsumen.  

Dalam hukum setiap tuntutan 
pertanggungjawaban harus mempunyai dasar 
yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus atau 
wajib bertanggung jawab. Dasar  
pertanggungjawaban itu merupakan suatu 
kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap 
peristiwa hukum. Secara teori 
pertanggungjawaban terkait dengan hubungan 
hukum yang timbul antara pihak yang menuntut 
pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut 
untuk bertanggung jawab.  
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Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha 
telah melakukan pertanggungjawaban dengan 
sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari 
pelaku usaha yang sempat menerima keluhan dari 
konsumen akibat produk reject dan juga salah 
kirim. Menyikapi hal tersebut Pelaku usaha 
langsung memberikan ganti rugi berupa 
penggantian barang kepada konsumen tersebut.  
Namun terkait dengan penawarkan dan/atau 
pengiklankan barang secara tidak benar seolah 
memiliki potongan harga belum ada 
pertanggungjawaban dikarenakan memang belum 
adanya keluhan ataupun komplain dari konsumen 
terkait hal tersebut.  

Selain pertanggungjawaban berupa ganti 
rugi, pemberian sanksi merupakan salah satu 
dari akibat hukum apabila pelaku usaha 
melakukan perbuatan yang melawan hukum. 
Berdasarkan aturan terkait, yaitu menawarkan 
dan/atau mengiklankan barang secara tidak 
benar seolah memiliki potongan harga sudah 
diatur dengan jelas pada Pasal 9 Ayat 1 Huruf a 
UUPK menyatakan “pelaku usaha dilarang 
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan 
suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, 
dan/atau seolah-olah barang tersebut telah 
memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, 
harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau 
mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau 
guna tertentu”, dilarang untuk diperdagangkan.  
Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen juga mengatur sanksi 
sebagai wujud dari akibat hukum apabila pelaku 
usaha melakukan perbuatan yang melawan 
hukum. Adapun sanksi tersebu telah diatur jelas 
pada Pasal 62 UUPK yang menyatakan:   

1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 
9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 
17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, 
ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak 
Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).  

2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,  

Pasal 12, Pasal 13  ayat (1), Pasal 14, Pasal 
16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).   

3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan 
luka berat, sakit berat, cacat tetap atau 
kematian diberlakukan ketentuan pidana yang 
berlaku.  

Selain Pasal 62 terdapat Pasal 63 yang 
mengatur sanksi tambahan yaitu. Terhadap sanksi 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, 
dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa:   

a. perampasan barang tertentu;   
b. pengumuman keputusan hakim;   
c. pembayaran ganti rugi;   
d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang 

menyebabkan timbulnya kerugian  
konsumen;   

e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; 
atau   

f. pencabutan izin usaha.  

Selain aturan diatas, menawarkan dan/atau 
mengiklankan barang secara tidak benar seolah 
memiliki potongan harga yang menggunakan 
media elektronik juga diatur dengan jelas pada 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 
45a Angka 1 menyebutkan: “Setiap Orang yang 
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

Berdasarkan hasil penelitian, pernyataan 
akibat hukum diatas telah selaras dengan pendapat 
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng yang 
menjelaskan bahwa apabila pelaku usaha 
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menawarkan dan/atau mengiklankan barang 
secara tidak benar seolah memiliki potongan 
harga dan saat itu konsumen yang mengalami 
kerugian menuntut haknya, maka pelaku usaha 
dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang 
berlaku seperti pasalpasal yang ada di dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

Namun sanksi sebagai wujud dari akibat 
hukum dalam pasal 62 dan Pasal 63 UUPK belum 
terlaksana atau belum ada yang dikenakan sanksi 
atas penipuan melakukan penawarkan dan/atau 
pengiklankan barang secara tidak benar seolah 
barang tersebut memiliki potongan harga 
dikarenakan belum adanya pelaporan atau 
pengaduan dari pihak korban yang dirinya 
dirugikan akibat penipuan yang dilakukan oleh 
pelaku usaha, sama halnya dengan sanksi dalam 
Pasal 45a Angka 1 UUITE yang belum terlaksana 
karena belum adanya pengaduan secara resmi dari 
masyarakat atau konsumen yang merasa 
dirugikan. Jika ditinjau secara hukum dalam 
pemrosesan suatu perkara ini termasuk dalam 
delik aduan yang mana delik yang hanya bisa 
diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari 
orang yang menjadi korban tindak pidana karena 
penuntutan terhadap delik ini digantungkan pada 
persetujuan dari pihak yang dirugikan atau 
korban, jadi hingga saat ini belum ada pelaku 
usaha yang dikenakan sanksi padahal menurut 
aturan sanksi atau akibat hukumnya sudah jelas.  

SIMPULAN  

Berdasarakan  pemaparan  dari 
pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:   

1) Ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Huruf a 
UndangUndang Perlindungan Konsumen 
belum terimplementasikan dengan baik. Hal 
ini karena masih ada pelaku usaha yang 
menawarkan dan/atau mengiklankan barang 
secara tidak benar seolah-olah barang 
tersebut memiliki potongan harga. Hal ini 
sebagai akibat dari kurang optimalnya peran 

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 
Buleleng dalam hal melakukan pengawasan.  

2) Akibat hukum terhadap pelaku usaha dalam 
pasal 62 dan Pasal 63 UUPK belum 
terlaksana atau belum ada yang dikenakan 
sanksi atas penipuan melakukan penawarkan 
dan/atau pengiklankan barang secara tidak 
benar seolah barang tersebut memiliki 
potongan harga dikarenakan belum adanya 
pengaduan dari pihak korban yang dirugikan 
akibat penipuan yang dilakukan oleh pelaku 
usaha, sama halnya dengan sanksi dalam 
Pasal 45a Angka 1 UUITE yang belum 
terlaksana karena belum adanya pengaduan 
secara resmi dari masyarakat atau konsumen 
yang merasa dirugikan. Dikarenakan 
pemrosesan suatu perkara ini termasuk dalam 
delik aduan yang mana delik yang hanya bisa 
diproses apabila ada pengaduan atau laporan 
dari orang yang menjadi korban tindak 
pidana.  

Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti 
sampaikan berkaitan dengan perlindungan 
terhadap konsumen terkait larangan menawarkan 
dan/atau mengiklankan barang secara tidak benar 
seolah barang tersebut memiliki potongan harga 
adalah sebagai berikut:  

1) Untuk pemerintah khususnya Dinas 
Perdagangan harus melakukan untuk 
menanggulangi terkait pelaku usaha yang 
menawarkan dan/atau mengiklankan barang 
secara tidak benar seolah barang tersebut 
memiliki potongan harga. Agar nantinya 
konsumen tidak mengalami kerugian akibat 
tidak memperoleh informasi yang benar, jelas 
dan jujur mengingat banyaknya promosi-
promosi disalahgunakan yang menyesatkan 
konsumen. Pemerintah dapat melakukan 
pembinaan melalui sosialisasi kepada 
masyarakat khususnya pelaku usaha terkait 
larangan menawarkan dan/atau 
mengiklankan barang secara tidak benar 
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seolah barang tersebut memiliki potongan 
harga.    

2) Untuk masyarakat selaku konsumen 
semestinya wajib berhati-hari serta 
mencermati produk yang mereka ingin beli 
khususnya dalam berbelanja online jangan 
mudah tergiur atau tergoda dengan 
penawarkan, promosi dan pengiklankan 
barang yang dilakukan oleh pelaku usaha 
karena bisa saja promosi-promosi yang 
dilakukan pelaku usaha megandung unsur 
penipuan yang dapat merugikan konsumen.   

3) Untuk pelaku usaha agar tetap 
memperhatikan hak-hak konsumen salah 
satunya memperoleh informasi yang benar 
dan jujur. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 
4 Huruf c UUPK yang menyatakan konsumen 
berhak mendapatkan informasi yang benar, 
jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa yang hendak dibelinya 
agar tidak menimbulkan kerugian bagi 
konsumen. Hal ini bisa direalisasikan dengan 
tidak menawarkan dan/atau mengiklankan 
barang seolah barang tersebut memiliki 
potongan harga. Selain itu pelaku usaha perlu 
mengetahui bahwa dalam melakukan sesuatu 
ada larangan-larangan tertentu yang tidak 
boleh dilakukan sesuai amanat Pasal 9 Ayat 1 
Huruf a UUPK.  
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